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PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus

perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan
sebagai berikut dalam perkara :

Amri Irma Irawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 28 Oktober

1958, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Piranha

Blok Q 13 No. 13 RT.002 RW. 021 Komp. Marga Asih Kel.

Marga Asih Kec. Marga Asih  Bandung, agama Islam, NIK :

pensiunan, email : amriirawan789@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen
dengan Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Blb telah mengajukan permohonan
sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang laki-laki yang bernama
Amri Irma Irawan lahir di Pekanbaru tanggal lahir 28-10-1958, dari
pasangan suami istri Djohan (Alm) dengan Khadijah (Almh) sebagaimana
tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3.663/1995 yang diterbitkan
tanggal 25 April 1995, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Soreang
Kab. Bandung.
2. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan
penulisan pada Akta Kelahiran tersebut.
3. Bahwa Penulisan Khadijah yang tertera pada Akta Kelahiran No.
3.663/1995 diterbitkan tanggal 25 April 1995, oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Soreang Kab. Bandung, yang benar adalah Gadis
sebagaimana tercantum pada kutipan Duplikat Buku Nikah No. 10 tanggal
15-11-1950, yang diterbitkan oleh KUA Kota Bukittinggi Sumatera Barat.
4. Bahwa adapun kesalahan penulisan tersebut terjadi dikarenakan, adalah

dalam penulisannya Khadijah pada Akta Kelahiran Pemohon, saya juga
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menyadari tidak mengecek langsung nama orang tua kami pada Surat
Nikah.
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses
administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk
adanya penyeragaman data pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon,
maka Pemohon memohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan, Pemohon
untuk dapat memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon
tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberi ijin untuk
memperbaiki data Khadijah yang di tulis dan dibaca Gadis sesuai dengan
kutipan Duplikat Buku Nikah No. 10 tanggal 15-11-1950, yang diterbitkan
oleh KUA Kota Bukittinggi Sumatera Barat.
6. Bahwa pemohon dalam Permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut
tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar
ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma
yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu
atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena
maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk
mendapatkan kepastian hukum mengenai data Akta Kelahiran dan untuk
menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud memperbaiki data Akta
Kelahiran Anri Irma Irawan lahir di Pekanbaru tanggal lahir 28-10-1958,
tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3.663/1995 yang diterbitkan
tanggal 25 April 1995, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Soreang
Kab. Bandung, maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk
mengajukan permohonan perbaikan data Amri Irma Irawan pada Akta
Kelahiran tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait
dengan surat-surat/dokumen-dokumen tersebut. Dari  semula  tertulis
Khadijah menjadi Gadis sesuai dengan kutipan Duplikat Buku Nikah No. 10
tanggal 15-11-1950, yang diterbitkan oleh KUA Kota Bukittinggi Sumatera
Barat.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon
kehadapan yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale

Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara
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permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai
berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan data Amri Irma Irawan pada Akta Kelahiran pemohon dari
semula Khadijah menjadi Gadis sesuai dengan kutipan Duplikat Buku Nikah
No. 10 tanggal 15-11-1950, yang diterbitkan oleh KUA Kota Bukittinggi
Sumatera Barat.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan data
Akta Kelahiran Amri Irma Irawan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya salinan penetapan permohonan Pengadilan Negeri ini di
terima oleh pemohon.
4. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-
instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan
pinggir terhadap Akta Kelahiran No. 3.663/1995 yang diterbitkan tanggal 25
April 1995, dari data Khadijah menjadi data yang ditulis dan dibaca menjadi
Gadis sesuai dengan kutipan Duplikat Buku Nikah No. 10 tanggal 15-11-
1950, yang diterbitkan oleh KUA Kota Bukittinggi Sumatera Barat.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu
pada hari Selasa tgl 30 Januari 2024 dan tgl 6 Februari 2024 Pemohon tidak
hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan
patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 25 Januari 2024 dan 30 Januari
2024,

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak dengan
alasan yang sah, menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh mengajukan
permohonannya dan agar perkara permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PNBIb
tidak berlarut-larut dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana
dan biaya ringan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut
dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 124 HIR dalam hal Pemohon
tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka
permohonan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dinyatakan gugur, maka Hakim

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk
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mencatat dalam  register perkara perdata Permohonan  Nomor

39/Pdt.P/2024/PN Blb atas gugurnya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan
gugur, maka Pemohon tersebut dihukum pula untuk membayar biaya perkara
yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini
dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain

yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Blb atas nama
Pemohon Amri Irma Irawan tersebut Gugur;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk
mencatat dalam register perkara perdata Permohonan  Nomor
39/Pdt.P/2024/PN Blb, atas gugurnya perkara tersebut;

3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang
hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh

lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Bale Bandung pada hari Selasa tanggal 6
Februari 2024, oleh kami Heny Faridha,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri
Bale Bandung bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan
tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka
untuk umum, dihadiri oleh Rahayu Apriliyanti sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti Hakim

Rahayu Apriliyanti, S.H. Heny Faridha, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



j putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

@;":« Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pendaftaran ................... : Rp. 30.000,-
- Biayaproses .................. : Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi ............... : Rp. 10.000,-
- Materai c.....ooviiiiiiiian : Rp. 10.000,-
- BiayaPNBP ................... : Rp. 10.000,-

- Biayasumpah ................ Do-

Jumlah : Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu
rupiah)
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